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BAB I 

PENDAHULUAN 
1.1 LATAR BELAKANG 

Dalam rangka penyelenggaraan good governance, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem 

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan syah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta 

bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan 

strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang 

disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan 

akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja 

instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 

Berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah, bahwa Pemerintah Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah 

Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk 

memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah 

Daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya. Dalam rangka upaya 

untuk memenuhi Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 

Bappeda Kota Bandung menyusun media pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam bentuk Lakip 

Bappeda Kota Bandung Tahun 2011 yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Bappeda 

Kota Bandung bagi Walikota, dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder). 

Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Kota Bandung Tahun 2012, mengacu kepada Revisi Rencana 

Strategis Bappeda Kota Bandung 2009 – 2013, yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-2013, Rencana Kinerja Tahun 2012 Bappeda Kota 

Bandung, yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 

2012, serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPBD) Kota Bandung Tahun 2012 

yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah Kota Bandung. 

 

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAKIP 

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan LAKIP Bappeda Kota Bandung Tahun 2012 adalah :   



LAKIP Bappeda Kota Bandung 2012 

 

  I-2  
 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang  Penyelenggaraan Negara yang  bersih dan bebas dari 

korupsi, kolusi dan nepotisme; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang  Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;  

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

8. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

9. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan korupsi; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang 

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 

2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

13. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman 

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota 

Bandung; 

16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi 

Sekretariat Daerah Kota Bandung dan Sekretariat DPRD Kota Bandung, sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2009; 

17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025; 

18. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-2013; 

19. Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan 

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 940 Tahun 

2009; 

20. Peraturan Walikota Bandung Nomor 487 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah 

(RKPD) Kota Bandung Tahun 2012. 
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1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 

  Maksud disusunnya LAKIP Bappeda Kota Bandung Tahun 2012 adalah dalam rangka melaksanaan 

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap 

Instansi Pemerintah secara berjenjang wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban Kinerja melalui media 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.  

Tujuan penyusunan LAKIP Bappeda Kota Bandung Tahun 2012 adalah : 

1) Mempertanggungjawabkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)  Kota Bandung 

kepada Walikota Bandung dan pihak yang berkepentingan (stakeholder), dalam rangka  mewujudkan 

Pemerintahan yang baik (good governance) yang  ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta 

akuntabilitas.  

2) Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan 

peningkatan Kinerja internal Bappeda. 

 

1.4 SISTEMATIKA LAKIP BAPPEDA KOTA BANDUNG TAHUN 2012 

Penulisan LAKIP Bappeda Kota Bandung Tahun 2012 disusun dengan sistematika mengacu pada 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 

tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 

sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

Menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum penyusunan, sistematika 

penyusunan LAKIP, serta Gambaran Umum Bappeda Kota Bandung 

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 

Menguraikan tentang Gambaran Umum Bappeda Kota Bandung, Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kota 

Bandung, Tujuan, Sasaran, cara mencapai Tujuan dan Sasaran, serta  Penetapan Kinerja Tahun 2011 yang 

menjadi acuan pengukuran kinerja. 

BAB III Akuntabilitas Kinerja 

Menguraikan tentang Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan  Analisis Capaian Kinerja, Informasi keuangan yang 

terkait dengan pencapaian kinerja. Dalam bab ini juga diuraikan mengenai pencapaian sasaran-sasaran dengan 

pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja Bappeda Kota Bandung. 
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BAB IV Penutup 

Mengemukakan tinjauan secara umum dengan mengemukakan keberhasilan/ kegagalan, 

permasalahan/kendala yang berkaitan dengan kinerja Bappeda Kota Bandung, dan strategi pemecahan 

masalah untuk meningkatkan kinerja periode berikutnya. 

 

Lampiran 

Berisi lampiran hasil pengukuran kinerja Bappeda Kota Bandung Tahun 2012, Penetapan Kinerja, dan 

Pembiayaan dalam Pencapaian Sasaran. 

 


